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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka

2.1.1. 
Pengertian Bank Syariah 


Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tetang tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
      Pengertian Bank Syariah menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank syariah mengatakan bahwa :

”Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist Nabi SAW”.

                                                                                                                (2005;1)


Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan jenis perbankan berdasarkan fungsinya ada 2, yaitu :

a. Bank Umum

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ”.   

(2007;36)

Adapun penjelasan kutipan diatas, sebagai berikut :

a. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.





Bank adalah lembaga perantara keuangan atau  disebut financial intermediary. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Menurut UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan  UU No. 10 Tahun 1998, Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. menjelaskan bahwa :

             Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, kegiatan usaha Bank Syariah antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (musyarakah), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip pesanan dengan pembayaran tangguh dan angsuran (isthisna), gadai atas barang berharga (rahn), sewa atas milik (ijarah) serta kegiatan usaha lainnya.
2.1.2
  Laporan Keuangan Bank Syariah


  Setiap bank mempunyai organisasi yang berbeda-beda, prinsip-prinsip transaksi operasional bank merupakan dasar bagi semua bank. Demikian dengan  bank syariah, prinsip-prinsip operasional perbankan syariah merupakan dasar bagi semua bank syariah.. Laporan keuangan (financial statment) menyimpulkan kegiatan dalam setiap bidang fungsional. Neraca mewakili kesimpulan tentang keputusan yang telah diambil untuk bidang-bidang fungsional dan penyertaan laba rugi mengukur tingkat kemampuan menghasilkan laba dari keputusan-keputusan selama periode tertentu.

2.1.2.1
  Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah


  Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai pada perusahaan tersebut.

Menurut S. Manawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan mengatakan :


”Analisa merupakan penelaahan atau mempelajari daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”.
(2004;35)


Sedangkan Soemarso dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar mengatakan sebagai berikut:

”Analisis laporan keuangan (financial statment analysis) adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan(trend) suatu fenomena”. 
(2005:380)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepeda pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pihak-pihak tersebut antara lain pemilik, investor, manajemen, pemerintah dan kreditor.

2.1.2.2
Jenis / Perangkat Laporan Keuangan Bank Syariah


Dalam bank syariah sebagai lembaga intermediary keuangan diharapkan dapat menampilkan dirinya secara baik dibandingkan dengan bank dengan sistem yang lain (bank dengan sistem bunga). Penyusunan laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyusunan laporan keuangan dengan bank konvensional. Hanya saja, jenis laporan keuangan yang digunakan pada bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi syariah. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.


Menurut Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah mengatakan perangkat laporan keuangan yang harus diterbitkan oleh bank-bank Islam terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

2. Laporan Laba Rugi

3. Laporan Arus Kas

4. Laporan Perubahan Modal Pemilik dan Laporan Laba Ditahan

5. Laporan Perubahan Investasi Terbatas

6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan 

7. Laporan sumber dan penggunaan akad dana qard

8. Catatan-catatan laporan keuangan

9. Pernyataan ”.

(2006;67)

Adapun penjelasan kutipan diatas, yaitu :
1. Laporan Posisi Keauangan (Neraca)


Laporan keungan yang mencakup aset, liabilitas, equity, dari para pemilik rekening investasi tidak terbatas dan sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus diungkapkan 

2.
Laporan laba rugi 


Laporan laba rugi yang mencakup pendapatan investasi, biaya-biaya, keuntungan atau kerugian yang harus diungkapkan berdasrkan jenis-jenisnya selama periode yang dicakup oleh laporan laba-rugi.

3.
Laporan arus kas 


Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan.

4.
Laporan Perubahan Modal atau Laporan Laba Ditahan


Periode yang dicakup oleh laporan perubahan pada equity pemilik atau laba ditahan harus diungkapkan.

5.
Laporan Perubahan pada Investasi Terbatas


Laporan ini harus memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan (misalnya yang dibiayai oleh rekening investasi terbatas, unit investasi pada portofolio investasi terbatas.

6.
Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sumbangan


Periode yang dicakup dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan harus diungkapkan.

7.
Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana Qard


Dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana qard harus diungkapkan hal-hal yang meliputi periode yang dicakup, saldo qard yang beredar dan dana-dana yang tersedia pada awal periode berdasarka jenisnya, jumlah dan sumber-sumber dan penggunaaan dana yang disumbangkan selama periode berdasarkan sumbernya.

8.
Catatan-Catatan Laporan Keuangan


Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan tersebut memadai, relevan dan bisa dipercaya (andal) bagi para pemakainya.

9.
Pernyataan


Laporan dan data lain yang membantu dalam meyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan.
2.1.3
Perkembangan Bank Syariah Indonesia
            Perkembangan perbankan Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.


Bank Syariah muncul dan beroperasi sangat berkaitan erat dengan prinsip bunga bank yang banyak mengandung kontroversi dikalangan umat islam. Apakah termasuk riba yang diharamkan dalam al-qur’an atau hanya sebagai biaya administrasi yang dihalalkan. Berdasarkan berbagai tinjauan tentang bunga bank tersebut, maka dikeluarkanlah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI mengenai pengharaman bunga bank yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 1/DSN MUI/2000 sampai No. 4/ DSN-MUI /IV/2000 sehingga perkembangan perbankan syariah tumbuh dengan pesat.

2.1.4   Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

           Dalam beberapa hal, Bank konvensional dan Bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memeperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya.


Menurut M. Syafe’i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek menyatakan bahwa :

”Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut beberapa aspek yaitu aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja”.
(2001;29)

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional
	Bank Syariah
	Bank konvensional

	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.

3. Profit dan falah oriented.
      (kemakmuran dan kebahagiaan)
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengurus Syariah.
	1. Investasi yang halal dan haram

2. Memakai perangkat bunga.

3. Profit oriented

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.

5. Tidak terdapat dewan sejenis.


Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktek, M. Syafe’i. 2001

2.1.5 Produk Perbankan Syariah 


Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi bisnis dalam persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Pertumbuhan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank tersebut dalam mengelola kegiatan operasional produk perbankannya.

Menurut Ascarya dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syariah Produk dan Jasa keuangan syariah yang ditawarkan bank syariah di Indonesia cukup bervariasi. Produk dan jasa tersebut meliputi produk dan jasa untuk :

1. Pendanaan

2. Pembiayaan

3. Jasa Perbankan 

a. Jasa Produk

b. Jasa Operasional

c. Jasa Investasi ”.
(2007;242)
Adapun penjelasan kutipan diatas, yaitu :

1. Pendanaan


Produk pendanaan yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia pada umumnya meliputi giro, tabungan, investasi umum, investasi khusus, dan obligasi.

2. Pembiayaan


Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, diikuti mudharabah, dan musyarakah.

3. Jasa Perbankan

a. Jasa Produk

Akad yang digunakan oleh jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad Ujr, Wakalah, dan Kafalah.

b. Jasa Operasional

Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad wakalah.

c. Jasa Investasi

Jasa investasi merupakan bentuk pelayanan khas yang ditawarkan bank syariah yaitu, investasi khusus dan investasi reksadana.

2.1.6 Pembiayaan Perbankan Syariah

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan Bank Syariah


Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan kelebihan dananya dalam bentuk pembiayaan. Di bank syariah pembiayan merupakan produk perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan tidak hanya berorinetasi pada keuntungan bank saja tetapi diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah.
Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan menyatakan bahwa :
    ”Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetuajuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.                                    






                  (2004;289)

Sedangkan Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah mengartikan pembiayaan sebagai berikut:


“Pembiayaan, secara luas, berarti financing atau pembelanjaan. Yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendaanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah”.
 


(2002;260)


Dari uraian diatas, pembiayan diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana. Nasabah disini tidak hanya pihak perorangan tetapi juga bisa merupakan pihak koperasi yang memerlukan kerja sama dengan bank syariah. Pembiayaan diberikan dengan berlandasakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dimana pihak bank sangat memperhatikan aspek-aspek penilaian nasabah yang akan bermitra dengan bank syariah.
2.1.7
Jenis-Jenis Pembiayaan

2.1.7.1
Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (Ba’i)

A.  

Pembiayaan Murabahah



Adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada harga pembeli harga pokok dari barang dan marjin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.

Menurut Adiwarman dalam bukunya  Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan  menyatakan bahwa :
”Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. 
  (2004;103)


Adapun menurut Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah menyatakan bahwa :
”Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang telah disepakati”. 

(2002:23)



Pihak penjual atau dsini adalah bank syariah wajib memberitahukan harga pembelian barangnya dan setelah itu diadakan kesepakatan margin atau keuntungan bagi pihak bank baru setelah disepakati maka harga pembelian ditambah margin tersebut adalah yang menjadi harga jual bank. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaranya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabhah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.
B. 

Pembiayaan Salam (Ba’I As-Salam)


Ba’I As-Salam adalah akad jual beli suatu barang di mana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.


 Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan menyatakan bahwa :

“Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan dengan tunai.”

(2004;89)

Adapun pengertian Ba’i As-Salam menurut M. Syafe’i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek mengatakan bahwa :


“Berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dibayar dimuka”. 

      (2001;108)
                                                                                                                                                                                                   


Dalam pembiayaan Salam ini, bank syariah bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah bertindak penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, tetapi dalam trnasaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktiknya, ketika barang diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Bila bank menjualnya secara tunai maka biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging financing), sedangkan bila bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya.


Ketentuan umum pembiayaan Salam diantaranya adalah:

· Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas

· Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang sesuai dengan pesanan.

·  Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua).
C. C.

Pembiayaan Istishna (Ba’i Al-Ishtishna)


Ba’i Al-Ishtisna adalah akad jual beli antara pemesan / pembeli (mustashni) dengan produsen / penjual (shani) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

   Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam dan Analisis Fiqih dan Keuangan menyatakan bahwa:


“Produk Istishna’ menyerupai produk Salam, tapi dalam Isrishna’ 
pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa transaksi (termin) pembayaran.”





(2004;90)

Ketentuan umum dari Pembiayaan Istishna’ adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas sepert jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad Istishna’ dan tidak boleh berubah selama  berlakunnya. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditndatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap harus ditanggung oleh nasabah.

2.1.7.2 Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)
A. Ijarah


Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya barang, pada ijarah transaksinya adalah barang atau jasa.


Pengertian Ijarah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang penulis kutip dari bukunya Adiwarman Karim yang berjudul Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan menyebutkan bahwa:

“Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”
(2004;128)



Harga sewa disepakati pada awal perjanjian dan dalam transaksi Ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan barang, sehingga pada akhir periode sesuai dengan akadnya maka barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak bank.

B. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik

Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli  dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa.


Pengertian Ijarah Muntahiyah bit Tamlik menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan adalah:


“Merupakan rangakaian dua buah akad, yakni akad al-Bai’ dan akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT). Al-Bai’ merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.”

(2004;139)

Pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu yang pertama pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir sewa dan yang kedua  pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Aplikasi Ijarah Muntahiyah bit Tamlik dalam dunia perbankan syariah masih dalam kategori yang pertama yaitu bank berjanji akan menjual barang tersebut pada kahir sewa dan untuk opsi yang kedua, dikarenakan bank syariah merupakan badan usaha profit oriented maka belum bisa dilaksanakan.

2.1.7.3
Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

A. 
Al-Musyarakah


Musyarakah (syirkah) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pengertian pembiayaan Musyarkah menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah menyatakan bahwa :


“Perjanjian diantara para pemilik dan/modal untuk mencampurkan   dan/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagiakeuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang 
telah disepakati sebelumya”.

(2005;201)


Aplikasi dari pembiayaan Musyarkah ini diantranya pada modal kerja dan pembiayaan ekspor. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (enterpreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (creditworthiness) dan barang-barang lainya yang dapat dinilai dengan uang.

B. 
Al-Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama.


Pengertian pembiayaan Mudharabah menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan adalah:


“Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahib al- maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. 
Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-maal dan keahlian mudharib.”
                                                                                                                    (2004;93)
 Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil sahib al-maal  diharapakan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

2.1.7.4
Pembiayaan dengan Akad Pelengkap / Jasa

A.  
Al-Wakalah


   Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. 



Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan  menyebutkan bahwa:


“Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 
memberikan kuasa kepad bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.”


(2004;97)


  Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus kuat hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Bila terjadi kelalaian dalam menjalankan  kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali dengan seizin nasabah.
B. Al-Kafalah


   Kafalah bisa dipersamakan dengan garansi bank di bank kovensional. Kafalah diberikan untuk menjamin suatu kewajiban pembayaran nasabah kepada pihak lain atas permintaan nasbah. Tujuan dan syarat Kafalah atau garansi bank menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan  adalah:

“Untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratakan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip Wadi’ah.”

(2004;97)

C.  
Al-Hiwalah


    Fasilitas Hiwalah  ini bertujuan untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal untuk membantu proses produksinya dan bank mendapat ganti biaya atas pemindahan piutang. Seperti yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan sebagai berikut:


“Tujuan fasilitas hiwalah ini untuk membantu  supplier mendapatkan modal tunai agar dapat meljutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang.”

(2004;95)


Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Misalnya seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya.

D. 
Ar-Rahn


Rahn menurut Syariah adalah menehan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang semuanya atau sebagian.


Tujuan akad Rahn menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan adalah:


“Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank 
dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib 
memenuhi kriteria:

· Milik nasabah sendiri.
· Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai pasar.
· Dapat dikuasai namun tidak boleh dimamfaatkan oleh bank.”
(2004;96)


   Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang diagadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang   yang digadaikan rusak atau cacat maka nasabah bertanggung jawab atas barang tersebut. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, akan tetapi bila hasil penjulan lebih kecil dari kewajibannya maka nasabah harus menutupi kekurangannya.
E.  
Al-Qardh



Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut al qard al hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya.

    Aplikasi Qardh dalam perbankan menurut Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan biasanya dalam empat hal yaitu:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman tabungan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.

2. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.

Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya”.

                                                                                                           (2004;96)

            
2.1.8     Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan

             Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Dana Bank Syariah bisnis perbankan akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko kredit, diantaranya adalah :
1. Risiko Modal

2. Risiko Pembiayaan

3. Risiko Likuiditas”.                                                                    

                                              (2005;358)                                                                                                         


Adapun penjelasan kutipan diatas, sebagai berikut : 
1. Risiko Modal (capital risk)             


Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (capital risk) yang mereflesikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari aset bank. 

2. Risiko Pembiayaan


Risiko Pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya.

3. Risiko Likuiditas

a. Risiko Likuiditas


Pemicu utama kebangkrutan yang dialami bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukan karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

b. Risiko Operasional

      Menurut Basle Commitee risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (deficiencies) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (human error), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

2.1.8.1  Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Syariah

       Risiko pembiayaan digunakan untuk mengukur kemungkinan adanya kerugian atau kegagalan pembiayaan yang dialami bank pada suatu periode tertentu.tingkat risiko pembiayaan (credit risk ratio) dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan. Rasio ini dapat dirumuskan sebgi berikut :

	Credit Risk Ratio = Bad Debt
                                   Total Loan








Sumber : Teguh Pudjo Muljono (2001:83)


Dari rumus diatas dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui seberapa besar risiko pembiayaan yang bermasalah tersebut. Menurut Taswan dalam bukunya Manajemen Perbankan  mengatakan bahwa :
1. Bad Debt

2. Total Loan”

                                                                                                                  (2006;390)



Adapun penjelasan kutipan diatas, sebagai berikut : 

1) Bad Debt (kredit bermasalah) adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet.

2) Total Loan (total kredit) adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya Manajemen Perbankan mengatakan bahwa :

”Credit Risk Ratio (risiko kredit bermasalah), yang timbul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit pada waktu yang sudah disepakati antara pihak bank dan nasabah (debitur) kredit”.

(2005;24)
2.1.8.2 Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan
Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi :

1. Lancar atau Kolektibilitas 1

2. Kurang Lancar atau Kolektibilas 2

3. Diragukan atau Kolektibilitas 3

4. Macet atau kolektibilitas 4”

(2002;312)

Adapun penjelasan kutipan diatas, sebagai berikut :

1. Lancar atau kolektibilitas 1

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

A. Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/profit margin, atau cerukan karena penarikan atau

2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi : 

a) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau

b) Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan; atau

c) Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.

B. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah

1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau

2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan

2.
Kurang Lancar atau kolektibilitas 2

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :
A. Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang :

a) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan; atau

b) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau

c) Malampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih; atau :

2) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi :
a) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan ; atau 

b) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

3. Diragukan atau kolektibilitas 3

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

A. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil/profit margin; atau
B. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

4. Macet atau kolektibilitas 4

Pembiayan digolongkan macet apabila :
A. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan atau

B. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.
2.1.9
Pengertian Likuiditas Bank Syariah


Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya termasuk dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan menyatakan bahwa :

”Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk membayar semua utang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang dikuasainya”.
              (2007;94)
                    

 Sedangkan menurut Muhammmad dalam bukunya Manajemen Dana Bank Syariah meyatakan bahwa:


”Likuiditas bank diartikan sebagai suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar”.

 (2006:96)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu bank dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang baik bilamana bank tersebut memiliki cukup saldo kas dan saldo harta likuid yang lain, dan mampu mengumpulkan dana segar dari berbagai sumber lainnya untuk membayar kewajiban-kewajibannya serta mampu memenuhi permintaan dana dari para nasabahnya. 

2.1.9.1 Likuiditas Bank Syariah


Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Bagi bank masalah likuiditas merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan keamanan dan terjaminnya kepentingan nasabah yang berdampak pada kepercayaan nasabah terhadap bank yang bersangkutan.


Besar kecilnya risiko likuiditas banyak ditentukan oleh :

· Kecermatan perencanaan arus kas (cash flow) atau arus dana (fund flow) berdasarkan prediksi pertumbuhan dana-dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana-dana (volatility of fund);

· Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non bagi hasil;

· Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; dan kemampuan menciptakan akses kepasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas pemberian pinjaman terakhir.


 Menurut Taswan dalam bukunya Manajemen Perbankan Bank akan memenuhi sebagai bank yang likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut :

· Memegang sejumlah alat likuid, cash asset, yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.

· Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid sebagaimana disebutkan pada hurup a diatas akan tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo.

· Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan hutang, misalnya penggunaan fasilitas disconto, call money, penjualan surat-surat berharga dengan repurchase agreement”.                               



                                                                                    


                                                                                (2006;96)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan semakin tinggi rasio risiko pembiayaan yang dihadapi maka bank akan semakin mengalami kesulitan likuiditas yang nantinya dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha bank tersebut. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan manajemen risiko yang baik untuk dapat meminimalisir terjadinya penurunan kesehatan bank terutama tingkat likuiditasnya.

2.1.9.2 Pengkuran Likuiditas Bank Syariah


 Rasio Likuiditas adalah merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid. 

Rasio-rasio likuiditas menurut Muhammad (2005;257) dalam bukunya Manajemen Dana Bank Syariah diantaranya adalah :

a. Rasio cepat (Quick Ratio), adalah kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan menggunkan aktiva lancar yang lebih likuid. Rasio ini dihitung dengan rumus :


b. Rasio lancar (Current Ratio), adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

Rasio ini dihitung dengan rumus :

c. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio) menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.

Rasio ini dihitung dengan rumus :

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya LDR (Loan to Deposit Ratio) ini yang akan digunakan dalam penelitian untuk dijadikan alat dalam mengukur kesehatan likuiditas bank syariah karena Rumus tersebut dapat melihat perkembangan LDR tersebut dalam bentuk persentase setiap tahunnya pada BPRS Ishlahul Ummah dalam penelitian ini.Menurut Taswan dalam bukunya Manajemen Perbankan mengatakan bahwa :

1. Total Pembiayaan

2. Dana Pihak Ketiga”
                                                                                                                                          









      (2006;405)
Adapun penjelasan kutipan diatas, sebagai berikut : 

1. Total Pembiayaan adalah total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada pihak bank lain).

2. Dana Pihak Ketiga adalah dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito.

2.1.9.3
Hubungan Tingkat Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Bank Syariah


Dalam usaha bisnis perbankan tidak akan terlepas dari risiko dan return. Demikian juga dengan perbankan syariah akan selalu berhadapan dengan risiko manajemen bank itu sendiri. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.


Menurut Pasal 11 UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 menyatakan ”Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu”.







                                       (Kasmir, 2003;374)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini dalam kesehatan bank salah satunya adalah likuiditas, dan juga bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko, sehingga dalam hal ini bank harus mampu mengendalikan risiko seminimal mungkin untuk dapat memperoleh keuntungan yang optimum.
2.1.9.4 Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan penilaian terhadap kelima faktor yaitu Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity, kelima faktor tersebut disingkat dengan CAMEL. Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen, dimana masing-masing faktor beserta komponennya diberikan bobot yang besarnya disesuaikan dengan pengaruh terhadap kesehatan bank.


Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (reward system) yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 hingga 100. hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit dari berbagai faktor yaitu kelima faktor (CAMEL) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian kesehatan bank. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya dapat diringkas dalam tabel 2.2 sebagai berikut :
Tabel 2.2

Faktor Penilaian Kesehatan Bank Syariah

	No
	Faktor yang dinilai
	Komponen
	Bobot

	1
	Permodalan
	Rasio modal terhadap ATMR-Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
	25%

	2
	Kualitas Aktiva Produktif
	a. Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AD)
b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank (PPAYD) terhadap penyisihan yang wajib dibentuk oleh Bank (PPAWD)
	30%
(25%)

(5%)

	3
	Manajemen
	a. Manajemen Umum 

b. Manajemen Risiko


	25%
(10%)

(15%)

	4
	Rentabilitas
	a.Rasio Laba Usaha rata-rata terhadap  Volume Usaha

b.Rasio Biaya Operasional terhadap   Pendapatan Operasional
	10%
(5%)

(5%)



	5
	Likuiditas
	a. Rasio Kewajiban Bersih Antar Bank   Terhadap Modal Inti.
b. Rasio Kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing
	10%
(5%)

(5%)


Sumber: Manajemen Dana Bank Syariah, Muhammad:2005

Dari tabel diatas dapat diketahui kelima faktor penilaian kesehatan perbankan syariah yang dimulai dari aspek permodalan (capital), kualitas aktiva produktif (assets), manajemen (management), rentabilitas (earning), dan likuiditas (liquiditas) mempunyai komponen yang dinilai tersendiri. Komponen-komponen yang dinilai tersebut mempunyai batas minimal nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk setiap aspek memenuhi batas nilai minimal maka akan ditetapkan atau diberi predikat ”sehat” dan setiap penambahan dari batas minimal tersebut maka akan diberi nilai 1 hingga maksimal 100. setelah setiap aspek dan dijumlahkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, maka akan didapat nilai yang dinamakan nilai kredit. Nilai kredit inilah yang akhirnya akan menginterprestasikan kesehatan bank. Kesehatan perbankan mempunyai empat peringkat sesuai dengan nilai yang diperolehnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tingkat Kesehatan Perbankan
	Nilai Kredit
	Predikat

	81 - 100
	Sehat

	66 - < 81
	Cukup Sehat

	51 - < 81
	Kurang Sehat

	0 - < 51
	Tidak Sehat




  Sumber: Bank dan lembaga keuangan lainnya, Kasmir:2003

Dari tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa, tingkat kesehatan perbankan yaitu terdiri dari ”sehat”, ”cukup sehat”, ”kurang sehat”, dan ”tidak sehat”. Biasanya bank-bank akan berusaha mendapatkan predikat ”sehat”, dan bila bank mempunyai predikat dibawah sehat maka akan mendapat teguran dari Bank Indonesia dan bahkan bisa dikenakan sanksi. Dalam praktek penilaian kesehatan perbankan tidak semua aspek CAMEL dapat dilakukan penilaiannya di cabang. Ada beberapa aspek yang tidak dinilai dicabang sebagaimana yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan dalam buku Dasar-Dasar Perbankan, yaitu sebagai berikut :
a. Faktor permodalan tidak dinilai

b. Komponen faktor manajemen

c. Komponen faktor likuiditas dalam rasio call money terhadap aktiva lancar”.
(2007:183)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka nilai kredit yang digunakan untuk menentukan kesehatan bank perlu diadakannya penyesuaian dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya suatu faktor, komponen faktor dan aspek manajemen dicabang. Penyesuaian diatas dilakukan dengan menetapkan nilai kredit maksimal, dengan mengubah range nilai kredit secara proporsional sesuai range yang ditetapkan.
2.2 
Kerangka Pemikiran

 
Munculnya perbankan syariah pertama kali diatur oleh UU No. 10 tahun 1998 pada Bulan November merupakan revisi Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 beserta peraturan-peraturan pendukungnya memberikan ketegasan dan peluang yang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sesuai UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank syariah didefinisikan sebagai berikut ”bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 


Dari definisi tersebut, pada prinsipnya yang paling utama dalam menjalankan operasional bank syariah adalah prinsip syariah, yaitu hukum islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Larangan utama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba dalam berbagai bentuknya. Larangan terhadap adanya riba.


Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum, 30:39, Allah SWT berfirman :


”Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi ALLAH. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”.


Selain itu pula terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa, 4:160, Allah SWT berfirman :


”Maka disebabkan karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang bathil. Dan kami telah menyediakan untuk orang-prang kafir diantara itu mereka siksa yang pedih”.


Seperti sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga berperan sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui pembiayaan.


Pembiayaan pada dasarnya disalurkan atas harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih dari pembiayaan tersebut yaitu agar dapat mengoptimalkan laba. Namun pada kenyataanya tidak semua pembiayaan yang disalurkan tersebut oleh bank syariah tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan yang salah satunya pembiayaan seperti adanya kredit bermasalah (NPF). Menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank juga dalam hal ini bank syariah. Kegiatan menghimpun dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan jasa dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro maupun penerimaan dana sesuai dengan syariah Islam. Penyaluran  kembali dan ke masyarakat dapat dalam bentuk pemberian kredit dan bentuk-bentuk pembiayaan lainnya. Dalam penyaluran kembali dana masyarakat bank memperoleh balas jasa dalam bentuk bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Tujuan dari perputaran dana ini adalah sebagai perolehan hasil (profit) dan mobilisasi dana dapat terus berjalan. Sistem bagi hasil merupakan sarana pokok bagi perkembangan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang dimaksud dengan bagi hasil adalah kelebihan hasil usaha diatas biaya yang kemudian dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabahnya. Sebaliknya apabila biaya masih lebih besar daripada hasil usaha, maka bank yang akan menanggung kerugian dan untuk sementara tidak dilakukan bagi hasil.


Bank syariah dalam menyalurkan dana masyarakat salah satunya adalah dengan pembiayaan. Seperti pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Isthisna, Ijarah, Qardh dan jenis pembiayaan lainnya adapun dalam penyaluran dana pada masyarakat tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan yang harus dihadapi bank.


Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa ”kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, sebagian besar dari aktiva produktif yang dimiliki oleh perusahaan adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada debitur, risiko pembiayaan dikaitkan dengan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan berpengaruh pada keuntungan bank, oleh karena itu apabila aktivitas pemberian pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan bank. Risiko pembiayaan terjadi ketika pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. 


Tingkat risiko pembiayaan merupakan perbandingan kredit bermasalah (NPF) dengan total pembiayaan. Besar kecilnya risiko pembiayaan menunjukan kemampuan bank dalam mengelola dananya Timbulnya kredit bermasalah dapat diakibatkan oleh kurang cermatnya bank dalam melakukan penilaian terhadap penyaluran salah satunya dengan pembiayaan sehingga risiko tersebut berdampak pada menurunya tingkat penghasilan bank serta mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Berkaitan dengan pembiayaan tersebut, butuh pengelolaan yang cermat oleh pihak bank agar bank dapat meminimumkan tingkat risiko pembiayaan yang terjadi. Dampak lebih jauh dari kredit macet dan risiko pembiayaan yaitu semakin menarik modal bank yang nantinya akan semakin menurun sehingga akan mengganggu kesehatan bank yang salah satunya adalah faktor likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank. Kondisi suatu bank salah satunya dapat dilihat dari tingkat likuiditasnya.


Menurut Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah menyatakan bahwa :


Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek”.
(2007;94)

Sedangkan menurut Komaruddin Sastradipoera dalam bukunya Manajemen Perbankan menyatakan bahwa:

 ”likuiditas bisnis perbankan adalah kemampuan sebuah bank untuk menyediakan alat-alat lancar guan membayar kembali titipan yang jatuh temponya dan memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkannya”.

        

                   (2004;247)

Kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank pada umumnya dikarenakan bank memiliki pembiayaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya kedalam pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut menyulitkan bank memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya. Selain itu, dapat saja terjadi penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar antara lain sebagai akibat politik yang kurang menguntungkan sehingga dapat juga berdampak terhadap kegiatan dan prospek usaha bank tersebut.

Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Dana Bank Syariah mengungkapkan bahwa :


“Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya”.                   









                                                      (2005;358)
      Dari uraian diatas dapat dibuat dalam bentuk skema pemikiran, yaitu :
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Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran

2.3
Hipotesis


Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisanya. Menurut Jonathan Sarwono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif” mengemukakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :
“Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti”.
(2006;26)
Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat diambil hipotesis yaitu :

“Tingkat Risiko Pembiayaan Berpengaruh  Terhadap Tingkat Likuiditas”.
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Hipotesis : ”Tingkat Risiko Pembiayaan Berpengaruh Terhadap Tingkat Likuiditas”.
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